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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum merupakan salah satu instrumen yang penting dalam

semua aspek hukum. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Dengan

adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui bahwa hukum

dilaksanakan dengan sepatutnya. Selain dari itu, kepastian hukum juga

menjamin bahwa hukum tidak menimbulkan multitafsir, tidak mengandung

kontradiksi serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Oleh karena itu,

semua lalu lintas hukum yang termasuk juga dalam kerangka pembangunan

ekonomi nasional menghendaki adanya kepastian hukum

Pembangunan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia sudah

semakin berkembang, hal ini dapat diamati dari semakin majunya sektor

ekonomi dalam berbagai bidang. Pembangunan ekonomi nasional menjadi

salah satu hal yang terpenting dari bidang yang lainnya. Semakin berjalannya

waktu, Indonesia dapat membuktikan dengan semakin berkembangnya

perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan

perekonomian di Indonesia adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh

Lembaga Pembiayaan atau oleh kreditur kepada pelaku ekonomi yang

membutuhkan.

Perbuatan hukum tersebut tergolong sebagai perjanjian utang piutang.

Utang piutang dilakukan dengan sebuah kesepakatan dari kreditur dan debitur
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selaku penerima pinjaman. Bentuk perjanjian dari utang piutang tersebut

biasanya berupa perjanjian pinjam-meminjam. Menurut hukum perdata

termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-

1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

KUHPerdata). Pinjam meminjam sendiri dalam Pasal 1754 berbunyi sebagai

berikut1 Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh para pihak pada

umumnya dibuat atau dituangkan dalam perjanjian baku. Hal tersebut

dilakukan guna menjamin kepentingan para pihak.

Dalam hal pinjam meminjam atau perjanjian pinjam-meminjam yang

dilakukan para pihak, jaminan utang ini biasanya diikuti dengan pengikatan

jaminan. Pengikatan jaminan yang dilakukan ini mempunyai fungsi untuk

menjamin pengembalian piutang kepada kreditur sebagai pemberi utang.

Adanya pengikatan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam ini

merupakan pencegahan dari perbuatan debitur dikemudian hari apabila debitur

mempunyai itikad tidak baik atau ingkar janji. Nantinya jaminan utang tadi

yang telah dilakukan terhadap perjanjian pinjam-meminjam antara pihak

1 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Balai
Pustaka, 2020, hlm. 498
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kreditur dan debitur dapat dijual sebagai pelunasan kredit macet yang terjadi

kepada debitur terkait debitur yang tidak dapat melunasi atau mengingkari

janji dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal

1131 KUHPer yaitu, ”Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan

ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

perseorangan.”

Perjanjian yang dalam hal ini berkaitan dengan jaminan utang dapat

dikatakan sebagai jaminan kebendaan. Benda disini mempunyai pengertian

secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat

menjadi objek hak milik. Hal ini sejalan dengan bunyi dari Pasal 499 KUHPer

yaitu, “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah,

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Perjanjian kebendaan ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatan dari dua

pihak yang saling mengikatkan diri dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih,

berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan. Terbentuknya perjanjian

dibidang kebendaan yang harus dipahami selain kata sepakat ialah disyaratkan

juga perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat

tertentu dan diikuti dengan pendaftaran dari perbuatan hukum berdasarkan

akta tersebut pada register umum penyerahan hak kebendaannya (levering).

Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting

dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi
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dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.2Dalam hal ini pejabat tertentu yang

dimaksud ialah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta

notariil. Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan

keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat

serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah

benar.3 Peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak bertubuh (berwujud)

tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata

sepakat unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.4

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dilakukan ialah fidusia. Terlebih

dahulu dijelaskan pengertian fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU

Jaminan Fidusia), yang berbunyi “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Fidusia sendiri merupakan jaminan yang tidaklah baru dalam dunia

pinjam meminjam yang mana barang-barang debitur diserahkan miliknya

kepada kreditur sebagai jaminan utang. Selanjutnya jaminan ini dapat

dikatakan sebagai jaminan fidusia yang mana pengertian lebih lanjutnya diatur

dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu:

2 Rahmia Kadir, dkk., Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote, Mimbar
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.31, No. 2, 2019, hlm. 191–204

3 Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi
Pancasila, Law and Justice, Vol.4, No.1, 2019, hlm. 56–67

4 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan cet ke-IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 18
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Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditur lainnya.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (5) UU Jaminan Fidusia, “Pemberi fidusia

adalah perseorangan atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan

fidusia”. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa

“Penerima fidusia adalah orang atau yang mempunyai piutang yang

pembayarannya dijamin dengan jamina fidusia.” Seperti yang telah dijelaksan

oleh UU Jaminan Fidusia bahwa objek fidusia ialah benda bergerak berwujud

dan tidak berwujud serta bangunan yan tidak dapat dibebani hak tanggungan

misalnya bangunan di atas tanah milik orang lain kecualli diperjanjikan lain,

jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia

serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan

fidusia diasuransikan.5 Benda-benda yang dijadikan objek jaminan fidusia

tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.

Sifat jaminan fidusia itu sebagaimana halnya pada gadai merupakan

perjanjian yang accesoir. Perjanjian accesoir ini merupakan perjanjian ikutan

dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam. Jadi

adanya dan hapusnya perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan ini tergantung

pada perjanjian pokok. Jaminan fidusia mempunyai sifat mengikuti benda

5 Rahmat Hidayat dan Soegianto, Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan
Fidusia yang Telah Didaftarkan, Jurnal USM Law Review, Vol.2, No.2, 2019, hlm.288
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yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut

berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan

fidusia, Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Sebagaimana sifat dari kebendaan itu

sendiri yaitu droit de suite hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga

dalam tangan siapa pun barang itu berada.6

Jaminan fidusia menganut asas publiciteit yaitu asas yang mengharuskan

bahwa jaminan fidusia itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui oleh

umum.7 Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan

suatu benda kepada masyarakat. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak

yang diberikan hak kebendaan. Sedangkan untuk benda bergerak, tidak perlu

didaftarkan artinya cukup melalui penguasaan dan penyerahan nyata. Selain

itu juga menganut asas specialiteit yaitu asas yang menghendaki bahwa

jaminan fidusia hanya dapat diadakan atas bendabenda yang ditujukan secara

khusus. Dalam perkembangannya Barang Persediaan pun dapat dibebankan

dengan Penjaminan Fidusia dengan mekanisme pinjam pengganti. Mekanisme

dari pinjam pengganti tersebut adalah debitur selaku pemberi Jaminan Fidusia

berkedudukan sebagai peminjam barang persediaan dan dapat menjual

sebagian objek fidusia tersebut dengan syarat harus diganti dengan barang

yang memiliki nilai yang sama dan tidak mengurangi nilai Penjaminan atas

Jaminan Fidusianya. Juga disyaratkan agar Pemberi Jaminan fidusia harus

melapor setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menghindari kelalaian.

6 Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian
Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah, Depok: PT Raja Grafindo Persada,
2018, hlm. 92

7 Ibid, hlm. 94
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Pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan oleh notaris seperti yang

terdapat pada Pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan

jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan

merupakan akta Jaminan Fidusia. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya

diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik.8 Dalam pembuatan akta

jaminan fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan

mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Selain itu juga benda yang

menjadi jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia.9

Juga penerima fidusia berhak atas sertifikat jaminan fidusia sebuah suatu

bentuk perlindungan hukum mengenai penjaminannya10

Pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris merupakan

kewenangan dari notaris, mengingat notaris ialah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Pasal 1868

KUHPer menegaskan bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana

akta itu dibuatnya. Sehingga tujuan dari pembuatan akta jaminan fidusia

8 Henry Donald Lbn Toruan, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan
Majelis Kehormatan Notaris, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20,No.3, 2020, hlm. 435

9 Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, Akibat hukum jaminan fidusia
yang tidak didaftarkan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Akta, Vol.4, No.3, 2017, hlm.
485–500

10 Youky Surinda, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit
Dengan Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Media Bhakti, 2018
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Persediaan Barang di Gudang tersebut dilakukan melalui suatu akta autentik

notaril ialah sebagai bukti terkuat dan paling sempurna.11

Menjadi suatu masalah apabila pada saat debitur default, Objek Jaminan

Fidusia berupa persediaan gudang tersebut tidak ada sehingga Kreditur tidak

dapat melakukan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia tersebut. Contoh dari

Permasalahan ini dapat kita temukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor

602/Pid/B/2012/PN.TK yang selanjutnya akan penulis gunakan sebagai

sebuah studi kasus. Dalam putusan tersebut, Bank selaku kreditur tidak dapat

mengeksekusi barang Persediaan dari Debitur berupa furniture karena barang-

barang tersebut tidak ada. Dalam permasalahan seperti ini, kepastian hukum

dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada para pihak terkait dengan

pelaksanaan dari perjanjian jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang

ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis kemudian terdorong untuk meneliti

lebih jauh terkait tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta jaminan

fidusia atas Persediaan Barang di Gudang. Oleh karenanya, judul yang akan

diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah “TANGGUNG JAWAB

NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS

PERSEDIAAN BARANG DI GUDANG”.

11 Sriono, Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam
Perjanjian Kredit, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.7, No.2, 2019, hlm. 149
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap Kreditur selaku Penerima

Fidusia atas Jaminan Fidusia berupa Persediaan Barang di Gudang

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia ?

2. Bagaimana kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di

Gudang sebagai jaminan utama dalam suatu perjanjian pinjam-

meminjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia?

3. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan

fidusia atas Persediaan Barang di Gudang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitan merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah

penelitian. Tujuan Penelitian terdiri dari penjelasan sasaran, maksud, atau

gagasan-gagasan umum diadakannya sebuah penelitian.12Berdasarkan

penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi

ini bertujuan sebagai berikut:

12 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.174.
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1. Mengetahui dan menjelaskan kepastian hukum terhadap Kreditur

selaku Penerima Fidusia atas Jaminan Fidusia berupa Persediaan

Barang di Gudang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia.

2. Mengetahui dan menjelaskan kedudukan Jaminan Fidusia atas

Persediaan Barang di Gudang sebagai jaminan utama dalam suatu

perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab notaris dalam

pembuatan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat dari

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahun secara umum, serta secara khusus bagi bidang kenotarian

terkait dengan prosedur pembuatan akta jaminan fidusia atas

Persediaan Barang di Gudang oleh notaris. Dengan demikian, Skripsi
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ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut

terkait pembuatan akta fidusia.

2) Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Bagi masyarakat, skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah

kajian yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum,

serta masyarakat yang menjaminkan fidusia atas Persediaan

Barang di Gudang.

b. Notaris

Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi manfaat bagi notaris

secara umum, serta notaris yang pada prakteknya menemu

kasus untuk pembuatan akta otentik dari penjaminan fidusia

atas barang persediaan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagaimana yang telah

penulis jabarkan, maka ruang lingkup penulis ambil mencakup semua

tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan

ketentuan yang terkandung dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia terhadap Persediaan Barang di Gudang.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah sebuah dasar dari kompilasi pemikiran untuk

menyusun sebuah penelitian yang bertujuan agar dapat membantu penulis

dalam menentukan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, penulis akan

memanfaatkan beberapa teori yang berhubungan dengan dengan

permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Dalam menganalisis dan

menjelaskan penelitian ini, membutuhkan berbagai macam teori yang

berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulisn dalam penelitian

ini antara lain sebgai berikut

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans

Kelsen mengatakan bahwa tanggung jawab sangat berkaitan kewajiban.

Kewajiban yang dibebankan kepada suatu subjek hukum berasal dari norma

dalam ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam teori

kewajiban, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab

secara hukum atas suatu perbuatan yang telah ia lakukan, juga atas kewajiban

yang telah dibebankan kepadanya.13 Kemudian Hans Kelsen juga

menyebutkan bahwa apabila kewajiban yang telah dibebankan kepada subjek

hukum itu tidak terpenuhi, maka akan terdapat sanksi yang telah ditetapkan

oleh undang-undang. Dalam kata lain, pertanggungjawaban dapat diartikan

sebagai dengan tanggung jawab hukum yang ada karena terdapat kewajiban

hukum yang dibebankan kepada sebuah subjek hukum sesuai dengan

13 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and
State Alih Bahasa Somardi, Jakarta: Bee Media, 2007
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ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan

pemberian sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kemudian Hans

Kelsen juga membagi tanggung jawab menjadi empat bagian, yaitu:

a. Pertanggungjawaban individu, yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh

individu atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh

satu kelompok orang atas perbuatan yang dilakukan oleh kelompok

tersebut

c. Pertanggungjawaban atas kesalahan, yaitu tanggung jawab yang dimiliki

oleh individu atas sebuah perbuatan

d. Pertanggungjawaban mutlak (absolute liabilty), yaitu tanggung jawab atas

kesalahan yang dilakukan oleh sebuah subjek hukum tanpa kesengajaan.

2. Teori Akibat Hukum

Dalam bukunya yang berjudul Revolusi Hukum Indonesia: Makna,

Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam

Sistem Ketatanegaraan RI, Jazim Hamidi mendifinisikan akibat hukum

sebagai dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit14.

Akibat hukum juga dapat diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum

14 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 39
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atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.15 Dalam ilmu

hukum, terdapat tiga jenis akibat, yaitu:

a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan

hukum tertentu;

b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu

hubungan hukum tertentu;

c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum

(perbuatan melawan hukum).

Dalam penelitian ini, yang akan digunakan sebagai makna dari akibat

hukum adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya

suatu keadaan hukum tertentu.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus memberikan

jaminan kepastian hukum dan pelayanan jasa yang profesional. Untuk

mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut

diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung

jawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan agar selalu menjunjung

tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah

15 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum
Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Yogyakarta: Kerjasama
Konstitusi Pers & Citra Media, 2006, hlm. 200
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jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat

dan negara.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap pelaksanaan penelitian, penentuan metode penelitian

merupakan langkah awal yang tidak dapat dilewati karena sebagaimana

dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara

metodologis, sistematis, dan konsisten. Demikian pula dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum dimana pelaksanaannya

juga didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

jalan menganalisanya. Oleh karena itu, akan diuraikan terlebih dahulu unsur-

unsur metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini

untuk mempermudah penelitian ini dilakukan. Unsur-unsur metode penelitian

ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian

hukum yuridis – normatif. Dimana penelitian hukum yang dilakukan secara

yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis

dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang
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dianggap pantas.16 Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan

hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-

norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.17

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undang (statute approach) adalah pendekatan

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.18

Dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan Analisis adalah pendekatan yang digunakan untuk

memahami makna yang tercantum oleh istilah-istilah yang digunakan

dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.19 Dalam

pendekatan analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum,

kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

16 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2020, hlm. 118

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia UI-Press, 2006, hlm. 20

18 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 130

19 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
Jakarta: PT. Prenada Media, 2018, hlm. 130
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

skrispi ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu dan

memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan

pemahaman yang lebih mendalam20 berupa dokumen atau bahan

hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

seperti pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel, jurnal, hasil

penelitian, pendapat para sarjana, makalah dan lain sebagainya yang

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Cetakan 16, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014, hlm. 23
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c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum pelengkap yang bersifat

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa: Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media

internet yang signifikan dengan penelitian ini.21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah menggunakan cara Studi

Kepustakaan (Library Research)22. Yaitu pengumpulan bahan hukum

dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode

kualitatif yaitu melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku

literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan

dengan penelitian ini.23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-

data yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode

ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan

21 Ibid, hlm. 54
22 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,

Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 42
23 Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008,

hlm. 35
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berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.24 Pada metode ini data-data

yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu

dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan

skripsi ini stelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data

secara sistematis yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.25

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini

adalah metode deduktif, yaitu dimana pola pikir yang didasarkan pada

suatu fakta yang bersifat umum, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan

pada suatu fakta yang bersifat khusus26 Sehingga dapat menjawab

permasalahan yang ada didalam skripsi ini.

24 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori, Jakarta: Rineka Cipta,
2015, hlm. 145

25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Cetakan 16, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014.

26 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2020.
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